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ABSTRAK  

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat efektivitas, kontribusi 
terhadap pendapatan asli daerah (PAD), serta elastisitas terhadap produk 
domestik regional bruto (PDRB) pajak hotel, pajak restoran, dan pajak h iburan 

di Kota Denpasar tahun 2017–2024. Metode yang digunakan adalah ana l is is  
deskriptif kuantitatif dengan perhitungan rasio efektivitas, rasio kontribusi ,  dan 

rasio elastisitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ra sio  e fektivita s pa jak 
hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan selama periode 2017–2024 te rgo long 

sangat efektif dengan rata-rata rasio di atas 100 persen, yang berarti  rea l is asi  
penerimaan selalu melampaui target anggaran. Namun, rasio kontribusi ke tiga 

pajak tersebut terhadap PAD masih tergolong rendah, yang sejalan dengan teori 
bahwa pajak daerah berfungsi sebagai sumber pendapatan pelengkap,  bukan 

utama. Sementara itu, rasio elastisitas ketiga  pajak terhadap PDRB 
menunjukkan kategori elastis, yang mengindikasikan bahwa pertumbuhan 

penerimaan pajak sangat responsif terhadap perubahan output ekonomi regional, 
meskipun hal ini juga mengandung risiko fiskal yang tinggi karena sektor 

pariwisata sangat sensitif terhadap guncangan eksternal.  

 
ABSTRACT 

This study aims to analyze the effectiveness, contribution to local revenue (PAD), and 
elasticity relative to gross regional domestic product (GRDP) of hotel tax, 

restaurant tax, and entertainment tax in Denpasar City for the 2017–2024 period. The research employs a 
descriptive quantitative method using ratio analysis to measure the effectiveness  ra tio , contribution  ra tio ,  and 
elasticity ratio of the three taxes. The results indicate that the effectiveness ratios o f hotel  ta x,  re staurant ta x,  and 
entertainment tax during the 2017–2024 period are classified as very effective, with average ra tios exceeding 100 
percent, demonstrating that actual revenues consistently surpassed budget targets. However, their contribution ratios 
to PAD remain relatively low, which is consistent with the theory that local taxes serve as complementary rather than 
primary sources of regional revenue. Furthermore, the elasticity ratios of the three taxes relative to GRDP show an 
elastic category, indicating that tax revenue growth is highly responsive to changes in regional e conomic  output, 
although this also implies significant fiscal risk due to the sensitivity of the tourism sector to external shocks. 

 

 

PENDAHULUAN 

Desentralisasi fiskal dalam otonomi 
daerah memberi kewenangan kepada 
daerah untuk mengelola keuangannya 
sendiri, dengan Pendapatan Asli Daerah 
(PAD), terutama pajak daerah sebagai 
sumber  utama  yang  mencerminkan 

kemandirian fiskal dan mengurangi 
ketergantungan pada pemerintah pusat 
(Dharma, 2025). Namun, realitas di 
lapangan menunjukkan bahwa banyak 
daerah masih memiliki ketergantungan 
tinggi terhadap dana perimbangan dari 

pemerintah pusat (Safitri et al., 2023), 
sementara potensi pajak daerah belum 
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tergali secara optimal akibat keterbatasan 
regulasi, administrasi perpajakan yang 
lemah, serta rendahnya kepatuhan wajib 

pajak (Luwunanung et al., 2021). Oleh 
karena itu, optimalisasi pajak daerah 
menjadi isu strategis pengelolaan 
keuangan daerah di Indonesia, karena 
peningkatan penerimaan pajak daerah 
bertujuan untuk memperkuat kemandirian 
fiskal serta mendukung keberlanjutan 
pembangunan nasional. Pajak adalah 
sumber utama penerimaan negara yang 
digunakan untuk membiayai berbagai 
program pemerintah dan pembangunan 
nasional (Natanael & Lie, 2025). Selain 
sebagai sumber pendapatan, pajak juga 
berfungsi sebagai instrumen redistribusi 
pendapatan, regulasi ekonomi, dan 
penjaga kestabilan perekonomian nasional 

(Faruq et al., 2024). Dalam konteks 
otonomi daerah, pajak daerah menjadi 
salah satu instrumen penting dalam 
mendukung kebijakan ekonomi daerah. 
Pajak daerah menjadi salah satu sumber 
utama PAD yang berperan penting dalam 
pembiayaan pembangunan daerah. 

Implementasi  dari  komponen- 
komponen PAD tersebut sangat 
ditentukan oleh karakteristik dan potensi 
fiskal masing-masing daerah, sehingga 
besarnya kontribusi masing-masing 
komponen PAD berbeda pada setiap 
daerah, tergantung pada struktur ekonomi 

wilayahnya (Parulian et al., 2024). Salah 
satu daerah yang memiliki kompleksitas 
dan tantangan tersendiri dalam 
pengelolaan PAD adalah wilayah dengan 
aktivitas ekonomi dan pariwisata yang 
tinggi, salah satunya kota Denpasar. 

Menurut Prabawangsa et al. (2025), 
Denpasar merupakan kota strategis 
yang berfungsi sebagai pusat 
pemerintahan, ekonomi, dan pariwisata di 
Bali serta menjadi pintu gerbang utama 
wisatawan. Aktivitas ekonomi di kota ini 
didominasi oleh sektor perdagangan, jasa, 
serta pariwisata yang terus berkembang 
seiring meningkatnya jumlah kunjungan 
wisatawan, baik domestik maupun 
mancanegara. Namun, kondisi ini 
mengalami  guncangan  berat  ketika 

pandemi coronavirus disease (COVID-19) 
melanda dunia pada awal tahun 2020. 
Menurut data dari Badan Pusat Statistik 
(BPS) Kota Denpasar, kunjungan 
wisatawan ke Kota Denpasar pada tahun 
2019 mencapai dua juta orang. Namun, 
sepanjang tahun 2020 saat COVID-19 
mewabah, angkanya anjlok tajam, yaitu 
hanya menembus 478 ribu orang. Kondisi 
serupa juga terjadi di tahun 2021 yang 
hanya menorehkan angka kunjungan 
wisatawan ke Kota Denpasar sebanyak 
474 ribu orang. Merosotnya kunjungan 
wisatawan ini berdampak luas terhadap 
perekonomian masyarakat (JPNN.com 
Bali, 2022). 

Perubahan jumlah kunjungan 
wisatawan tersebut secara langsung 
berdampak bagi realisasi PAD Kota 
Denpasar, terutama yang bersumber dari 
sektor pariwisata, perdagangan, dan jasa, 
sehingga tren realisasi PAD dan pajak 
daerah Kota Denpasar dari tahun 2017 
hingga 2024 mengalami fluktuasi. 

Penelitian-penelitian terdahulu 
umumnya lebih berfokus pada efektivitas 
dan kontribusi pajak daerah secara 
terpisah atau hanya pada satu jenis pajak, 
serta umumnya tidak mengkaji elastisitas 
pajak terhadap PDRB. Selain itu, penelitian 
yang secara spesifik meneliti ketiga jenis 
pajak (hotel, restoran, dan hiburan) secara 
simultan di Kota Denpasar dengan periode 
yang mencakup dinamika pra-pandemi, 
pandemi, dan pasca-pandemi (2017–
2024) masih terbatas. Dari sisi cakupan 
analisis, penelitian-penelitian yang ada 
pada umumnya masih terbatas pada 
pengukuran efektivitas pemungutan dan 
besaran kontribusi terhadap PAD, tanpa 
disertai dengan pengujian mengenai 
seberapa responsif penerimaan pajak 
daerah terhadap perubahan aktivitas 
ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan 
penelitian lanjutan yang mampu 
menjawab keterbatasan tersebut. 

Penelitian ini mengintegrasikan tiga 
pendekatan analisis sekaligus dalam satu 
kerangka kajian, yaitu analisis 
efektivitas, analisis  kontribusi  terhadap 
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PAD, dan analisis elastisitas terhadap 
PDRB. Analisis efektivitas untuk menilai 
sejauh mana kemampuan pemerintah 
daerah dalam memungut pajak 
dibandingkan dengan target yang telah 
ditetapkan dan analisis kontribusi 
diperlukan untuk mengetahui besaran 
peranan pajak daerah sebagai sumber 
pendapatan yang berkontribusi terhadap 
pembentukan PAD (Nugroho & Witono, 
2026). Sementara itu, analisis elastisitas 
terhadap PDRB dapat mengukur seberapa 
responsif penerimaan pajak daerah 
terhadap perubahan aktivitas ekonomi 
regional, sehingga mampu memberikan 
gambaran apakah pertumbuhan ekonomi 
yang terjadi benar-benar diikuti oleh 
peningkatan penerimaan pajak (Parulian 
et al., 2024). 

Selanjutnya, penelitian ini 
menggunakan rentang waktu tahun 2017-
2024 karena periode ini mencakup tiga 
fase kondisi ekonomi yang berbeda. Tahun 
2017 hingga 2019 merepresentasikan 
masa sebelum pandemi COVID-19, 
dimana aktivitas ekonomi dan sektor 
pariwisata berada di kondisi normal dan 
stabil. Tahun 2020 hingga 2022 
merupakan masa pandemi, yang 
berdampak signifikan terhadap penurunan 
penerimaan pajak daerah, terutama yang 
bersumber dari sektor pariwisata. 
Penetapan awal pandemi ini didasarkan 
pada Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 
2020 Tentang Penetapan Bencana 

Nonalam Penyebaran Corona Virus 
Disease 2019 (COVID-19) Sebagai 
Bencana Nasional. Adapun tahun 2023 
hingga 2024 mencerminkan masa 
pemulihan ekonomi pasca-pandemi, di 
mana sektor pariwisata perlahan kembali 
bangkit dan aktivitas masyarakat mulai 
berangsur normal, sejalan dengan 
Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 
Tentang Penetapan Status Pandemi 

Corona Virus Disease 2019 di Indonesia. 
Selain itu, penelitian ini difokuskan 

pada tiga jenis pajak daerah yang 
berkaitan langsung dengan sektor 
pariwisata, yaitu pajak hotel, pajak 
restoran, dan pajak hiburan. Kombinasi 

ketiga pajak tersebut dalam satu 
penelitian menjadi penting karena saling 
terkait dan mencerminkan ekosistem 
pariwisata secara utuh. Kajian mengenai 
ketiga jenis pajak ini secara simultan 
dengan pendekatan analisis efektivitas, 
kontribusi, dan elastisitas terhadap PDRB 
di daerah dengan karakteristik ekonomi 
berbasis pariwisata masih relatif terbatas 
dalam literatur keuangan daerah. Dengan 
demikian, penelitian ini memberikan 
kontribusi dengan menghadirkan 
pendekatan yang lebih komprehensif 
dalam menilai kinerja pajak daerah. 
Berdasarkan fenomena fluktuasi PAD, 
ketergantungan yang tinggi terhadap 
sektor pariwisata, serta adanya 
keterbatasan dalam penelitian terdahulu, 
diperlukan suatu kajian yang lebih 
komprehensif untuk menganalisis kinerja 
pajak daerah. Oleh karena itu, penelitian 
ini bertujuan untuk menganalisis 
efektivitas dan kontribusi pajak hotel, 
pajak restoran, dan pajak hiburan 
terhadap PAD, serta elastisitasnya 
terhadap Produk Domestik Regional Bruto  
(PDRB) di Kota Denpasar. Penelitian ini 
berjudul “Analisis Efektivitas dan 
Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran, 
Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli 
Daerah serta Elastisitasnya terhadap 
Produk Domestik Regional Bruto (Studi 
Empiris pada Kota Denpasar Tahun 2017–
2024)”. 

 
LANDASAN TEORI 

Teori Desentralisasi Fiskal 
Teori desentralisasi fiskal 

dikemukakan oleh Oates pada tahun 1972, 
yang kemudian disempurnakan pada 
tahun 1999. Teori ini juga dikenal sebagai 
teori federalisme fiskal, yang menjelaskan 
bahwa pemerintah daerah dianggap leb ih 
memahami preferensi dan kebutuhan 
masyarakat lokal sehingga mampu 
menyediakan barang dan jasa publik 
secara lebih efisien dibandingkan 
pemerintah pusat. Oleh karena itu, 
desentralisasi fiskal memberikan 
kewenangan kepada daerah untuk 
menggali  sumber-sumber  pendapatan 
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secara mandiri, salah satunya melalui 
pajak daerah. PAD menjadi indikator 
penting dalam menilai kemandirian fiskal 
suatu daerah, karena mencerminkan 
kemampuan daerah dalam menggali 
potensi ekonomi lokal serta tingkat 
partisipasi masyarakat dalam 
pembangunan daerah, sehingga 
peningkatan PAD diyakini mampu 
memperkuat kapasitas fiskal daerah dan 
mengurangi ketergantungan pada 
pemerintah pusat (Wibowo, 2026). Pajak 
daerah merupakan komponen PAD yang 
potensial, terutama di daerah yang 
memiliki aktivitas ekonomi berbasis 
pariwisata seperti Denpasar. Tingginya 
mobilitas wisatawan dan aktivitas 
konsumsi masyarakat menjadi dasar 
bahwa sektor-sektor tersebut memiliki 
kontribusi signifikan terhadap penerimaan 
daerah. 

Keberhasilan desentralisasi fiskal 
tidak hanya diukur dari besarnya 
penerimaan yang diperoleh, melainkan 
juga dari kualitas pengelolaannya. 
Efektivitas pajak daerah digunakan untuk 
menilai sejauh mana penerimaan pajak 
daerah mampu mencapai target yang 
telah ditetapkan. Tingkat efektivitas yang 
tinggi menunjukkan bahwa pemerintah 
daerah berhasil mencapai target yang 
telah ditetapkan. Selain itu, kontribusi 
pajak daerah terhadap PAD menunjukkan 
besarnya peranan masing-masing jenis 
pajak dalam struktur penerimaan daerah. 
Kontribusi yang tinggi menunjukkan 
bawah sektor tersebut memiliki potensi 

ekonomi yang dominan (Eferyn et al., 
2025). Kemudian, elastisitas pajak daerah 
terhadap PDRB digunakan untuk 
mengukur responsivitas penerimaan pajak 
terhadap perubahan aktivitas ekonomi 
daerah. Elastisitas yang tinggi 
menunjukkan bahwa pertumbuhan 
ekonomi mampu diikuti oleh peningkatan 
penerimaan pajak (Safitri & Sriningsih, 
2025). 

Pendapatan Asli Daerah 

Menurut Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan 
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 
Daerah, Pendapatan Asli Daerah yang 
selanjutnya disingkat PAD adalah 
pendapatan daerah yang diperoleh dari 
pajak daerah, retribusi daerah, hasil 
pengelolaan kekayaan daerah yang 
dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli 
daerah yang sah sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. PAD dapat 
dialokasikan oleh pemerintah daerah 
untuk mendanai pelaksanaan otonomi 
daerah sesuai perwujudan desentralisasi. 
PAD merupakan salah satu indikator untuk 
mengukur kemampuan dan kemandirian 
keuangan daerah, yang tercermin dari 
besarnya kontribusi PAD terhadap 
penerimaan daerah serta perannya dalam 
mengurangi ketergantungan pada 
bantuan pemerintah pusat (Pamungkas & 
Utami, 2024). PAD memiliki beberapa 
sumber, yaitu pajak daerah, retribusi 
daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang 
dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. 

Pajak Daerah 

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, 
pajak daerah adalah kontribusi wajib 
kepada daerah yang terutang oleh orang 
pribadi atau badan yang bersifat memaksa 
berdasarkan Undang-Undang, dengan 
tidak mendapatkan imbalan secara 
langsung dan digunakan untuk keperluan 
daerah bagi sebesar-besarnya 
kemakmuran rakyat. 

Menurut Mardiasmo (2018) berdasarkan 
pemungutnya, terdapat dua jenis pajak 
daerah, yaitu pajak provinsi dan pajak dan 
pajak kabupaten/kota. Pajak provinsi 
adalah pajak yang dipungut oleh 
pemerintah provinsi yang terdiri atas Pajak 
Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik 
Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), 
Pajak Alat Berat (PAB), Pajak Bahan Bakar 
Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air 
Permukaan (PAP), dan Pajak Rokok. Pajak 
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kabupaten/kota adalah pajak yang 
dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota 
yang terdiri atas Pajak Bumi dan Bangunan 
Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Bea 
Perolehan atas Tanah dan Bangunan 
(BPHTB), Pajak Barang dan Jasa Tertentu 
(PBJT), Pajak Reklame, Pajak Air Tanah 
(PAT), Pajak Air Mineral Bukan Logam dan 
Batuan (MBLB), dan Pajak Sarang Burung 
Walet. 

PDRB 

PDRB adalah total nilai tambah yang 
dihasilkan oleh seluruh unit usaha di suatu 
wilayah, atau mencerminkan jumlah 
keseluruhan nilai barang dan jasa akhir 
yang diproduksi oleh berbagai sektor 
ekonomi di daerah tersebut (Khaffifah, 
2025). PDRB ialah tolak ukur suatu 
pertumbuhan ekonomi dalam suatu 
daerah (Erlina & Saipudin, 2023). 
Kenaikan PDRB akan menyebabkan 
pendapatan daerah dari sektor pajak 
meningkat, sehingga berdampak pada 
peningkatan PAD di daerah tersebut 

(Asmynendar et al., 2021). Peningkatan 
aktivitas ekonomi akan memperluas basis 
pajak daerah karena bertambahnya 
jumlah dan nilai transaksi ekonomi serta 
meningkatnya objek pajak, seperti pada 
sektor hotel, restoran, dan hiburan. 
Kondisi ini mendorong peningkatan 
penerimaan pajak daerah, yang 
merupakan salah satu komponen PAD. 

Berdasarkan terjemahan buku System of 
National Account tahun 2008 (SNA, 2008), 
terdapat tiga metode pendekatan 
perhitungan, yaitu pendekatan 
pendapatan, pendekatan pengeluaran, 
dan pendekatan produksi. 

Pada penelitian ini, peneliti 
menggunakan metode perhitungan 
pendekatan produksi supaya dapat 
mencerminkan aktivitas ekonomi riil 
melalui nilai tambah yang dihasilkan oleh 
masing-masing sektor ekonomi. 
Pendekatan ini relevan dengan objek 
penelitian yang berkaitan dengan pajak 
daerah, seperti pajak hotel, restoran, dan 
hiburan, yang secara langsung terkait 

dengan sektor-sektor ekonomi tertentu. 
Dengan demikian, penggunaan 
pendekatan produksi memudahkan 
analisis keterkaitan antara aktivitas 
ekonomi sektoral dengan penerimaan 
pajak daerah. 

Pajak Hotel 

Menurut Undang-Undang Nomor 28 
Tahun 2009 Pasal 1 Tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah, pajak hotel adalah 
pajak atas pelayanan yang disediakan oleh 
hotel. Subjek dari pajak hotel yaitu orang 
pribadi atau badan yang melakukan 
pembayaran kepada orang pribadi atau 
badan yang mengusahakan hotel. Objek 
pajak hotel adalah pelayanan yang 
disediakan oleh hotel dengan 
pembayaran, termasuk jasa penunjang 
sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya 
memberikan kemudahan dan 
kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga 
dan hiburan. Untuk tarif pajak hotel 
ditetapkan paling tinggi sebesar 10 
persen. Dasar pengenaan pajak hotel 
adalah jumlah pembayaran atau yang 
seharusnya dibayar kepada hotel. 

Seiring dengan perkembangan 
regulasi perpajakan daerah, ketentuan 
mengenai pajak hotel sebagaimana diatur 
dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 
2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah telah mengalami perubahan. 
Pemerintah menetapkan kebijakan baru 
melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
2022 tentang Hubungan Keuangan antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah, di mana konsep pajak hotel tidak 
lagi berdiri sendiri, melainkan 
diklasifikasikan ke dalam PBJT, khususnya 
dalam kelompok jasa perhotelan. 
Meskipun demikian, secara substansi 
unsur-unsur perpajakan seperti objek, 
subjek, tarif, dan dasar pengenaan pajak 
tetap dipertahankan. Menurut Peraturan 
Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 
2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah, tarif jasa perhotelan ditetapkan 
sebesar 10 persen dan dasar 
pengenaannya berupa jumlah 
pembayaran kepada penyedia jasa 
perhotelan. 
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Pajak Restoran 

Menurut Undang-Undang Nomor 28 
Tahun 2009 Pasal 1 Tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah, pajak restoran 
adalah pajak atas pelayanan yang 
disediakan oleh restoran. Subjek pajak 
restoran yaitu orang pribadi atau badan 
yang membeli makanan dan/ atau 
minuman dari restoran. Objek pajak 
restoran adalah pelayanan yang 
disediakan oleh restoran. Untuk tarif pajak 
restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 
10 persen. Dasar pengenaan pajak 
restoran adalah jumlah pembayaran yang 
diterima atau seharusnya diterima oleh 
restoran. 

Dalam rangka reformasi perpajakan 
daerah, ketentuan mengenai pajak 
restoran mengalami perubahan melalui 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 
tentang Hubungan Keuangan antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah yang mengintegrasikan jenis pajak 
ini ke dalam PBJT, yaitu PBJT atas 
Makanan dan/atau Minuman. Untuk 
unsur-unsur perpajakan seperti objek, 
subjek, tarif, dan dasar pengenaan pajak 
tetap dipertahankan. Menurut Peraturan 
Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 
2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah tarif ditetapkan sebesar 10 persen 
serta dasar pengenaannya berupa jumlah 
pembayaran yang diterima oleh penyedia 
makanan dan/atau minuman. 

Pajak Hiburan 
Menurut Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 2009 Pasal 1 Tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah, pajak hiburan 
adalah pajak atas penyelenggaraan 
hiburan. Subjek dari pajak hiburan yaitu 
orang pribadi atau badan yang menikmati 
hiburan. Objek pajak hiburan adalah jasa 
penyelenggaraan hiburan dengan 
dipungut bayaran. Tarif pajak hiburan 
ditetapkan paling tinggi 35 persen. Dasar 
pengenaan pajak hiburan adalah jumlah 
uang yang diterima atau yang seharusnya 
diterima oleh penyelenggara hiburan. 

Perkembangan regulasi perpajakan 
daerah menunjukkan adanya transformasi 
dalam pengaturan pajak hiburan yang kini 
diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan 
antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah sebagai bagian dari 
penyederhanaan jenis pajak daerah. Pajak 
hiburan tidak lagi ditetapkan sebagai jenis 
pajak daerah yang berdiri sendiri, 
melainkan diklasifikasikan ke dalam PBJT, 
yaitu jasa kesenian dan hiburan. Meskipun 
terjadi perubahan dalam klasifikasi 
tersebut, komponen perpajakan seperti 
objek, subjek, dan dasar pengenaan pajak 
tetap dipertahankan. Menurut Peraturan 
Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 
2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah, tarif jasa kesenian dan hiburan 
ditetapkan sebesar 10 persen, namun 
untuk jasa hiburan tertentu meliputi: 
diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan 
mandi uap/spa dikenakan tarif sebesar 40 
persen. Untuk dasar pengenaan, mengacu 
pada jumlah pembayaran yang diterima 
oleh penyelenggara jasa kesenian dan 
hiburan. 

Efektivitas 
Efektivitas adalah keadaan yang dapat 

menggambarkan tingkat pencapaian hasil 
dengan target yang sudah ditetapkan 
sebelumnya (Achmad et al., 2022). 
Menurut Huda & Wicaksono (2022), 
efektivitas akan mengindikasikan sebuah 
keberhasilan dari segi tercapai atau 
tidaknya target yang sudah ditetapkan. 
Jika hasil tersebut mendekati target, maka 
efektivitasnya semakin tinggi. Efektivitas 
pajak daerah dapat diukur melalui 
perbandingan antara tingkat realisasi 
penerimaan pajak daerah dengan target 
yang telah ditetapkan dalam Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 

Efektivitas pajak daerah menjadi 
dasar untuk evaluasi kinerja pemerintah 
daerah dalam mengelola sumber-sumber 
penerimaan daerah. Tingkat efektivitas 
yang tinggi menunjukkan bahwa realisasi 
penerimaan pajak daerah telah mencapai 
atau  melebihi  target  yang  telah 
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ditetapkan. Hal ini membuktikan bahwa 
pemerintah daerah mampu melakukan 
pemungutan pajak daerah secara optimal 

(Achmad et al., 2022). 

𝐑𝐚𝐬𝐢𝐨 𝐄𝐟𝐞𝐤𝐭𝐢𝐯𝐢𝐭𝐚𝐬 = 
 
𝐑𝐞𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚𝐬𝐢 𝐏𝐞𝐧𝐞𝐫𝐢𝐦𝐚𝐚𝐧 𝐏𝐚𝐣𝐚𝐤 𝐃𝐚𝐞𝐫𝐚𝐡 

× 𝟏𝟎𝟎% 
𝐀𝐧𝐠𝐠𝐚𝐫𝐚𝐧 𝐏𝐞𝐧𝐞𝐫𝐢𝐦𝐚𝐚𝐧 𝐏𝐚𝐣𝐚𝐤 𝐃𝐚𝐞𝐫𝐚𝐡 

 

 

Kontribusi terhadap PAD 
Menurut Suyanti & Natalia (2024), 

kontribusi merupakan keterlibatan untuk 
mencapai suatu target yang telah 
ditentukan. Kontribusi adalah suatu 
ukuran untuk mengetahui seberapa besar 
sumbangan pajak daerah dalam 
meningkatkan PAD (Linardo et al., 2023). 

Menurut Koyongian et al., (2022) 
kontribusi dapat diukur dengan 
membandingkan antara realisasi 
penerimaan pajak daerah dengan realisasi 
PAD. 

Kontribusi masing-masing jenis pajak 
daerah terhadap PAD memiliki peran 
untuk mengidentifikasi sumber 
penerimaan yang dominan dalam 
keuangan daerah. Kontribusi yang tinggi 
menunjukkan bahwa jenis pajak daerah 
tersebut memiliki potensi ekonomi yang 
optimal (Huda & Wicaksono, 2022). 

𝐑𝐚𝐬𝐢𝐨 𝐊𝐨𝐧𝐭𝐫𝐢𝐛𝐮𝐬𝐢 = 

 
𝐑𝐞𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚𝐬𝐢 𝐏𝐞𝐧𝐞𝐫𝐢𝐦𝐚𝐚𝐧 𝐏𝐚𝐣𝐚𝐤 𝐃𝐚𝐞𝐫𝐚𝐡 

× 𝟏𝟎𝟎% 
𝐑𝐞𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚𝐬𝐢 𝐏𝐞𝐧𝐞𝐫𝐢𝐦𝐚𝐚𝐧 𝐏𝐀𝐃 

 
 

Elastisitas terhadap PDRB 
Elastisitas pajak merupakan ukuran 

sensitivitas penerimaan pajak terhadap 
perubahan pendapatan nasional dan 
digunakan untuk mengukur seberapa 
besar respons penerimaan pajak terhadap 
perubahan basis pajak seperti pendapatan 
atau output ekonomi. Jika elastisitas pajak 
suatu wilayah tinggi, maka setiap satu 
persen peningkatan aktivitas ekonomi 
akan menghasilkan kenaikan penerimaan 
pajak lebih dari satu persen, yang berarti 
pajak tumbuh lebih cepat daripada 
ekonomi itu sendiri (Safitri & Sriningsih, 
2025). 

Elastisitas menunjukkan sejauh 
mana perubahan aktivitas ekonomi daerah 
mampu mempengaruhi perubahan 
penerimaan masing-masing jenis pajak. 
Nilai elastisitas yang tinggi menunjukkan 
bahwa penerimaan pajak bersifat elastis, 
yaitu mengalami peningkatan yang lebih 
besar dibandingkan dengan pertumbuhan 
PDRB (Safitri & Sriningsih, 2025). 

 
%𝚫 𝐏𝐚𝐣𝐚𝐤 𝐃𝐚𝐞𝐫𝐚𝐡 

𝐑𝐚𝐬𝐢𝐨 𝐄𝐥𝐚𝐬𝐭𝐢𝐬𝐢𝐭𝐚𝐬 = 
%𝚫 𝐏𝐃𝐑𝐁 

 
Penelitian Terdahulu 

Penelitian mengenai efektivitas dan 
kontribusi pajak daerah terhadap PAD 
telah diteliti di berbagai kota. Penelitian 
oleh Mahartika et al (2024) di DKI Jakarta 
menunjukkan hasil bahwa bahwa untuk 
efektivitas pajak hotel dan pajak restoran 
efektif, serta kontribusi pajak hotel dan 
pajak restoran terhadap PAD cukup baik. 
Penelitian Huda & Wicaksono (2022) di 
Kabupaten Badung memiliki hasil bahwa 
efektivitas pajak restoran tergolong 
efektif, sementara kontribusi pajak 
restoran terhadap PAD tergolong kurang 

berkontribusi. Penelitian Achmad et al 
(2022) di Kota Bandung memiliki hasil 
bahwa tingkat efektivitas pajak daerah 
tergolong sangat efektif, sementara 
kontribusi pajak restoran terhadap PAD 
masih kurang berkontribusi. Penelitian 
Izati & Saipudin (2023) di Kota 
Banjarmasin menunjukkan bahwa rata-
rata tingkat efektivitas pajak restoran 
dalam kategori sangat efektif, namun rata-
rata kontribusi pajak daerah terhadap PAD 
dan elastisitas tergolong dalam kategori 
kurang berkontribusi dan inelastis. 

Penelitian Safitri et al (2023) di Tangerang 
menunjukkan bahwa tingkat efektivitas 
pajak hotel, restoran, dan hiburan 
tergolong dalam kategori efektif, akan 
tetapi kontribusi tiga pajak tersebut 
terhadap PAD tergolong dalam kategori 
kurang berkontribusi. 

Sementara itu, hasil penelitian oleh 
Syafira & Nasution (2022) di Kota Medan 
menunjukkan bahwa tingkat efektivitas 
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pajak hotel, pajak restoran, dan pajak 
hiburan menurun setiap tahunnya 
dikarenakan pandemi. Penelitian oleh 

Rukmana et al (2021) di kota Makassar 
menunjukkan hasil bahwa tingkat 
efektivitas pajak hotel tergolong kurang 
efektif, sedangkan tingkat kontribusi pajak 
hotel terhadap PAD tergolong sangat 
berkontribusi. Penelitian oleh Fitriano & 
Ferina (2021) di kota Bengkulu 
menunjukkan hasil bahwa tingkat 
efektivitas pajak hotel belum maksimal 
dan cenderung fluktuatif, sementara 
tingkat kontribusi pajak restoran terhadap 
PAD termasuk dalam kategori sangat 
berkontribusi. Penelitian oleh Alexandro et 

al., (2022) di Kota Palangkaraya meneliti 
mengenai kontribusi pajak hotel terhadap 
PAD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
kontribusi pajak hotel terhadap 
pendapatan asli daerah di kota Palangka 
Raya memiliki kontribusi yang besar. 

Di sisi lain, Penelitian oleh 
Luwunanung et al (2021) di Kabupaten 
Sarmi menunjukkan bahwa tingkat 
efektivitas pajak hotel dan pajak restoran 
tergolong tidak efektif, serta kontribusi 
pajak hotel dan pajak restoran tergo long 
rendah. Parulian et al (2024) meneliti 
mengenai kontribusi komponen PAD 
terhadap PAD, elastisitas PAD, dan kinerja 
pajak di kota Sibolga. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa kontribusi setiap 
komponen PAD terhadap PAD tergolong 
kurang baik, sementara elastisitas PAD 
cenderung elastis dan kinerja pajak daerah 
cenderung efektif. Penelitian oleh 
Hariyanto et al (2022) di kota Kendari 
menunjukkan hasil bahwa efektivitas 
pajak hotel, restoran, dan hiburan 
termasuk dalam kategori efektif dan 
tingkat elastisitasnya termasuk dalam 
kategori elastis. Penelitian oleh (Erlina & 
Saipudin (2023) di Kabupaten Murung 
Raya meneliti tentang tax effort dan 
elastisitas pajak hotel. Hasil penelitian 
menunjukan bahwa tax effort pajak hotel 
dapat dimanfaatkan untuk keperluan dan 
kepentingan desa, sementara elastisitas 
pajak hotel tergolong dalam kategori 
elastis. Penelitian oleh Puri & Restikasari 

(2025) di beberapa kota di Jawa Timur 
menunjukkan hasil bahwa pajak daerah 
dan PDRB berpengaruh positif terhadap 
PAD. Hal ini sejalan dengan penelitian 
yang dilakukan oleh Rauf et al (2025) di 
enam provinsi di Sulawesi. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa jumlah penduduk 
dan PDRB berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap PAD. 

Berdasarkan hasil dari berbagai 
penelitian terdahulu, dapat disimpulkan 
bahwa efektivitas pajak daerah cenderung 
bervariasi antardaerah. Sementara itu, 
kontribusi pajak daerah terhadap PAD 
secara umum masih tergolong rendah 
atau kurang berkontribusi di banyak 
kota/kabupaten. Sebagian besar penelitian 
terdahulu cenderung hanya mengukur 
efektivitas dan kontribusi secara terpisah, 
tanpa mengintegrasikan elastisitas 
sebagai variabel penghubung. Selain itu, 
studi komparatif antardaerah dengan latar 
belakang ekonomi dan fiskal yang 
beragam masih sangat terbatas. Untuk 
mengisi celah tersebut, penelitian ini 
mengintegrasikan tiga pendekatan analisis 
sekaligus dalam satu kerangka kajian, 
yaitu analisis  efektivitas, analisis 
kontribusi terhadap PAD, dan analisis 
elastisitas terhadap PDRB, dengan 
mengambil lokasi di Kota Denpasar serta 
objek pajak hotel, restoran, dan hiburan. 
Pendekatan ini diharapkan dapat 
memberikan gambaran kinerja pajak 
daerah yang berhubungan langsung 
dengan pariwisata dan menjadi masukan 
kebijakan bagi pemerintah daerah 
berbasis pariwisata dalam 
mengoptimalkan potensi PAD. 
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Elastisitas 

 
Kontribusi Efektivitas 

PDRB PAD 

Pajak Hiburan Pajak Restoran Pajak Hotel 

Kerangka Berpikir 
 

 
Kerangka Penelitian 

(Data proses, 2026) 
 

1.1 Pertanyaan Penelitian 

Efektivitas Pajak Hotel, Pajak 
Restoran, Pajak Hiburan 

Efektivitas pajak daerah 
merupakan indikator penting dalam 

menilai kemampuan pemerintah 
daerah dalam merealisasikan target 
penerimaan yang telah ditetapkan. 

Pajak hotel, pajak restoran, dan pajak 
hiburan sebagai bagian dari pajak 
daerah memiliki potensi yang cukup 

besar dalam meningkatkan PAD, 
khususnya di daerah yang memiliki 
aktivitas pariwisata dan konsumsi 
masyarakat yang tinggi. Namun 

demikian, dalam praktiknya realisasi 
penerimaan pajak tersebut seringkali 
mengalami fluktuasi dan belum tentu 

mencapai target yang telah ditetapkan. 
Kondisi  ini  menunjukkan  adanya 
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perbedaan tingkat efektivitas pada 
masing-masing jenis pajak. 

Penelitian Safitri et al (2023) di 
Tangerang menunjukkan bahwa 
tingkat efektivitas pajak hotel, 
restoran, dan hiburan tergolong dalam 

kategori sangat efektif. Hal ini 
menunjukkan bahwa pemerintah 
daerah mampu mengoptimalkan 

pemungutan ketiga jenis pajak 
tersebut sehingga realisasi penerimaan 
dapat mencapai target yang telah 

ditetapkan. Namun, hasil yang berbeda 
ditunjukkan oleh penelitian Syafira & 
Nasution (2022) di Kota Medan yang 

menyatakan bahwa tingkat efektivitas 
pajak hotel, pajak restoran, dan pajak 
hiburan mengalami penurunan setiap 
tahunnya. Penurunan ini disebabkan 

oleh kondisi pandemi yang berdampak 
signifikan terhadap sektor pariwisata 
dan aktivitas ekonomi masyarakat, 

sehingga penerimaan pajak tidak 
dapat mencapai target secara optimal. 
Adanya perbedaan hasil penelitian 

tersebut menunjukkan bahwa 
efektivitas pajak hotel, restoran, dan 
hiburan sangat bergantung pada 

karakteristik daerah, kondisi ekonomi, 
serta kemampuan pemerintah daerah 
dalam mengelola dan memungut 

pajak. 

PP1: Bagaimana tingkat efektivitas 
pajak hotel Kota Denpasar tahun 
2017-2024? 

PP2: Bagaimana tingkat efektivitas 
pajak restoran Kota Denpasar tahun 
2017-2024? 

PP3: Bagaimana tingkat efektivitas 
pajak hiburan Kota Denpasar tahun 
2017-2024? 

Kontribusi Pajak Hotel, Pajak 
Restoran, Pajak Hiburan terhadap 
PAD 

Kontribusi pajak daerah 
merupakan salah satu indikator yang 

digunakan untuk mengetahui besarnya 
peranan masing-masing jenis pajak 
dalam membentuk Pendapatan Asli 
Daerah (PAD). Pajak hotel, pajak 

restoran, dan pajak hiburan sebagai 
bagian dari pajak daerah memiliki 
keterkaitan yang erat dengan aktivitas 

pariwisata dan tingkat konsumsi 
masyarakat. Semakin tinggi aktivitas 
pada sektor perhotelan, kuliner, dan 

hiburan, maka semakin besar pula 
potensi penerimaan pajak yang dapat 
disumbangkan terhadap PAD. Namun 

demikian, besarnya kontribusi masing-
masing jenis pajak tidak selalu sama 
dan cenderung bervariasi antardaerah. 

Penelitian oleh Parulian et al 
(2024) di Kota Sibolga menunjukkan 
bahwa kontribusi masing-masing 
komponen PAD, termasuk pajak hotel, 

restoran, dan hiburan, terhadap PAD 
tergolong dalam kategori kurang 
berkontribusi. Hal ini mengindikasikan 

bahwa meskipun pajak-pajak tersebut 
memiliki potensi sebagai sumber 
pendapatan daerah, peranannya 
dalam membentuk total PAD masih 

relatif kecil. Sebaliknya, penelitian oleh 

Rauf et al (2025) yang dilakukan di 
enam provinsi di Sulawesi 

menunjukkan bahwa komponen pajak 
daerah memiliki peranan yang cukup 
signifikan terhadap PAD. Hasil 
penelitian ini mengindikasikan bahwa 

kontribusi pajak daerah, termasuk 
pajak hotel, restoran, dan hiburan, 
mampu memberikan sumbangan yang 

berarti terhadap peningkatan PAD, 
seiring dengan pertumbuhan ekonomi 
daerah. Perbedaan hasil penelitian 

tersebut   menunjukkan   bahwa 
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kontribusi pajak hotel, restoran, dan 
hiburan terhadap PAD tidak 

menunjukkan pola yang konsisten di 
setiap daerah. Hal ini dipengaruhi oleh 
perbedaan potensi ekonomi, struktur 

sektor unggulan, serta kemampuan 
pemerintah daerah dalam 
mengoptimalkan penerimaan pajak. 

PP4: Bagaimana tingkat kontribusi 
pajak hotel terhadap PAD Kota 
Denpasar tahun 2017-2024? 

PP5: Bagaimana tingkat kontribusi 
pajak restoran terhadap PAD Kota 
Denpasar tahun 2017-2024? 

PP6: Bagaimana tingkat kontribusi 
pajak hiburan terhadap PAD Kota 
Denpasar tahun 2017-2024? 

Elastisitas Pajak Hotel, Pajak 
Restoran, Pajak Hiburan terhadap 
PDRB 

Elastisitas pajak daerah terhadap 
Produk Domestik Regional Bruto 
(PDRB) merupakan indikator yang 
digunakan untuk mengukur tingkat 

responsivitas penerimaan pajak 
terhadap perubahan aktivitas ekonomi 
daerah. Pajak hotel, pajak restoran, 

dan pajak hiburan memiliki keterkaitan 
yang erat dengan pertumbuhan 
ekonomi, khususnya pada sektor 

pariwisata, jasa, dan konsumsi 
masyarakat. Ketika PDRB mengalami 
peningkatan, hal ini mencerminkan 
adanya peningkatan aktivitas ekonomi 

yang pada akhirnya dapat mendorong 
peningkatan penerimaan pajak dari 
sektor-sektor tersebut. Namun 

demikian, tingkat elastisitas masing-
masing jenis pajak tidak selalu sama 
dan dapat menunjukkan kondisi elastis 

maupun inelastis. 

Penelitian oleh Hariyanto et al (2022) 
di Kota Kendari menunjukkan bahwa 
elastisitas pajak hotel, pajak restoran, 

dan  pajak  hiburan  terhadap  PDRB 

tergolong dalam kategori elastis. Hasil 
ini mengindikasikan bahwa 

pertumbuhan penerimaan ketiga jenis 
pajak tersebut lebih cepat 
dibandingkan dengan pertumbuhan 

PDRB, sehingga menunjukkan tingkat 
responsivitas yang tinggi terhadap 
aktivitas ekonomi daerah. Sebaliknya, 

penelitian oleh Izati & Saipudin (2023) 
di Kota Banjarmasin menunjukkan 
bahwa elastisitas pajak daerah, 

termasuk pajak restoran, tergolong 
dalam kategori inelastis. Hal ini 
menunjukkan bahwa peningkatan 
PDRB tidak diikuti oleh peningkatan 

penerimaan pajak secara proporsional, 
sehingga responsivitas pajak terhadap 
pertumbuhan ekonomi masih rendah. 

Perbedaan hasil penelitian tersebut 
menunjukkan bahwa elastisitas pajak 
hotel, restoran, dan hiburan terhadap 

PDRB belum menunjukkan pola yang 
konsisten antar daerah. Pada satu sisi, 
pajak daerah dapat bersifat elastis dan 

responsif terhadap pertumbuhan 
ekonomi. Dikatakan elastis ketika nilai 
elastisitas lebih dari satu, artinya 

kenaikan PDRB sebesar satu persen 
dapat mengakibatkan peningkatan 
penerimaan pajak daerah lebih dari 
satu persen. Namun di sisi lain juga 

dapat bersifat inelastis, yang berarti 
perubahan PDRB berdampak kecil 
pada perubahan penerimaan pajak. 

Dikatakan inelastis ketika nilai 
elastisitas kurang dari satu, artinya 
kenaikan PDRB sebesar satu persen, 

maka penerimaan pajak akan 
mengalami perubahan kurang dari satu 
persen ( Safitri & Sriningsih, 2025). Hal 

ini mengindikasikan bahwa 
kemampuan pajak daerah dalam 
merespons perubahan PDRB sangat 

dipengaruhi oleh karakteristik ekonomi 
dan efektivitas pengelolaan pajak di 
masing-masing daerah. 
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PP7: Bagaimana elastisitas pajak 
hotel terhadap PDRB Kota Denpasar 
tahun 2017-2024? 

PP8: Bagaimana elastisitas pajak 
restoran terhadap PDRB Kota 
Denpasar tahun 2017-2024? 

PP9: Bagaimana elastisitas pajak 
hiburan terhadap PDRB Kota 
Denpasar tahun 2017-2024? 

 
METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan 
pendekatan kuantitatif deskriptif. Menurut 
Sugiyono (2013), metode penelitian 
kuantitatif deskriptif merupakan metode 
penelitian yang berlandaskan pada filsafat 
positivisme, digunakan untuk meneliti 
populasi atau sampel tertentu dengan 
pengumpulan data menggunakan 
instrumen penelitian dan analisis data 
bersifat kuantitatif atau statistik. Penelitian 
ini menggunakan teknik pengumpulan 
data dengan cara dokumentasi, yaitu 
mengumpulkan data dari laporan 
keuangan pemerintah daerah Kota 
Denpasar dan CaLK pemerintah daerah 
Kota Denpasar, serta PDRB menurut 
lapangan usaha Kota Denpasar dari 
publikasi BPS Kota Denpasar periode 
2017-2024. Analisis dengan pendekatan 
deskriptif menggunakan rasio pada 
penelitian ini dilakukan untuk 
menggambarkan kondisi efektivitas, 
kontribusi terhadap PAD, dan elastisitas 
terhadap PDRB berdasarkan data yang 
diperoleh selama periode penelitian. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

ANALISIS EFEKTIVITAS PAJAK HOTEL, 
PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN 

 

Analisis Efektivitas Pajak Hotel 
 

Analisis Efektivitas Pajak Restoran 
 

Analisis Efektivitas Pajak Hiburan 

 

Secara keseluruhan, rata-rata rasio 
efektivitas ketiga pajak selama periode 
2017-2024 selalu di atas 100 persen. Hal 
ini mencerminkan keberhasilan 
pemerintah daerah Kota Denpasar dalam 
merealisasikan ketiga pajak tersebut. 
Dengan demikian, pemerintah Kota 
Denpasar memiliki rekam jejak dan 
prospek yang baik untuk terus melampaui 
target anggaran, bahkan saat terjadi krisis 
pandemi, penyesuaian target anggaran 
saat pandemi COVID-19 dan menaikkan 
target anggaran saat pemulihan. Hal ini 
menunjukan bahwa desentralisasi fiskal 
memberikan ruang bagi daerah untuk 
merespons dinamika ekonomi lokal secara 
cepat dan tepat, sehingga realisasi pajak 
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hotel tetap terjaga meskipun menghadapi 
tekanan eksternal seperti pandemi COVID-
19. 

Analisis Kontribusi Pajak Hotel, Pajak 
Restoran, Pajak Hiburan terhadap 
PAD 

Analisis Kontribusi Pajak Hotel 
terhadap PAD 

 

Analisis Kontribusi Pajak Restoran 
terhadap PAD 

 

Analisis Kontribusi Pajak Hiburan 
terhadap PAD 

 

 
Rasio kontribusi pajak hotel, restoran, dan 
hiburan terhadap PAD masih tergolong 
rendah. Rata-rata kontribusi pajak hotel 
hanya 12,99% (kategori Kurang), pajak 
restoran 15,64% (Kurang), dan pajak 
hiburan 1,96% (Sangat Kurang). Hasil ini 
mengindikasikan bahwa meskipun Kota 
Denpasar   dikenal   sebagai   pusat 

pariwisata, pajak-pajak tersebut belum 
menjadi penopang utama PAD. 

Elastisitas Pajak Hotel, Pajak 
Restoran, Pajak Hiburan terhadap 
PDRB 

Analisis Elastisitas Pajak Hotel 
terhadap PDRB 

 

Analisis Elastisitas Pajak Restoran 
terhadap PDRB 

 

 
Analisis Elastisitas Pajak Hiburan 

terhadap PDRB 
 

 
Elastisitas pajak hotel, restoran, dan 
hiburan terhadap PDRB menunjukkan 
kategori elastis sepanjang periode 2017-
2024. Pada masa pandemi, ketiga pajak 
mengalami penurunan yang lebih tajam 
dibandingkan penurunan PDRB. Pada 
masa pemulihan, pertumbuhan 
penerimaan pajak melonjak jauh lebih 
cepat dibandingkan pertumbuhan 
ekonomi. Fenomena ini menegaskan 
bahwa sektor pariwisata dan hiburan 
bersifat sangat sensitif terhadap siklus 
ekonomi daerah, yang mengimplikasikan 
adanya risiko fiskal yang signifikan. 
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Oates (1999) mengimplikasikan bahwa 
desentralisasi akan optimal jika daerah 
memiliki basis pajak yang stabil dan dapat 
diandalkan. Hasil penelitian ini 
mengungkap bahwa ketiga pajak yang 
berbasis pariwisata memiliki karakteristik 
yang sangat elastis, tetapi kontribusinya 
terhadap PAD tergolong rendah hingga 
sedang. Tingginya elastisitas dan 
rendahnya kontribusi terhadap PAD 
mengindikasikan bahwa ketergantungan 
pada pajak hotel, restoran, dan hiburan 
mengandung risiko  fiskal  yang 
tinggi karena sektor pariwisata dan 
hiburan sangat sensitif terhadap 
guncangan eksternal seperti pandemi, 
bencana alam, atau krisis ekonomi. 
Meskipun otonomi fiskal telah diberikan 
dan pemerintah Kota Denpasar mampu 
merealisasikan ketiga pajak tersebut 
secara sangat efektif, pemerintah daerah 
perlu melakukan penggalian dan 
pengembangan sumber-sumber PAD agar 
tidak terlalu rentan terhadap guncangan 
eksternal. 

 
KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Rasio efektivitas pajak hotel, 

restoran, dan hiburan tergolong sangat 

efektif, dengan rata-rata realisasi selalu 

melampaui target anggaran. Hal ini 

menunjukkan kemampuanpemerintah 

daerah dalam merespons dinamika 

ekonomi lokal secara cepat dan tepat. 

Kontribusi pajak hotel, restoran, dan 

hiburan terhadap total PAD Kota Denpasar 

masih tergolong rendah. Hal ini 

mengindikasikan bahwa 

sektor-sektor yang secara langsung 

berkaitan dengan pariwisata belum 

menjadi penopang utama PAD. 

Elastisitas pajak hotel, pajak 
restoran, dan pajak hiburan terhadap PDRB 
Kota Denpasar selama periode 2017-2024 
menunjukkan tingkat yang elastis, yang 
artinya setiap kenaikan PDRB sebesar satu 
persen akan diikuti oleh perubahan 
penerimaan pajak lebih dari satu persen. 
Akan tetapi, pada tahun 2021, ketiga pajak 
tersebut mengalami penurunan yang 
signifikan sehingga berdampak pada 
penurunan elastisitas ketiga pajak. 

Saran 

Bagi Pemerintah Kota Denpasar, 
perlu mempertahankan kebijakan 
responsif dalam menetapkan target 
anggaran, terutama saat menghadapi 
krisis. Kebijakan ini sebaiknya terus 
diterapkan sebagai bentuk fleksibilitas 
fiskal dalam kerangka desentralisasi. 
Selain itu, pemerintah Kota Denpasar juga 
perlu mempertahankan serta 
meningkatkan tingkat kepatuhan wajib 
pajak, khususnya pada sektor-sektor yang 
berkaitan langsung dengan pariwisata, 
seperti perhotelan, restoran, dan tempat 
hiburan. Upaya tersebut dapat dilakukan 
melalui penguatan pengawasan, 
optimalisasi pendataan potensi pajak, 
serta peningkatan intensitas pembinaan 
terhadap wajib pajak yang dinilai belum 
memenuhi kewajibannya secara optimal. 
Langkah tersebut sangat penting 
mengingat sektor pariwisata merupakan 
penggerak utama perekonomian Kota 
Denpasar, sehingga peningkatan 
penerimaan pajak dari sektor ini 
diharapkan mampu memperkuat 
kontribusinya terhadap PAD. 

Bagi peneliti selanjutnya, 
disarankan untuk menganalisis komponen 
PAD lainnya agar dapat memperoleh 
gambaran yang lebih komprehensif 
mengenai kontribusi masing-masing 
sektor terhadap 
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PAD Kota Denpasar dan untuk mengetahui 
sektor apa saja yang menjadi penopang 
utama PAD. Selain itu, peneliti selanjutnya 
disarankan untuk memperluas cakupan 
analisis elastisitas dengan memasukkan 
komponen pendapatan daerah lainnya, 
seperti retribusi daerah, hasil pengelolaan 
kekayaan daerah yang dipisahkan, serta 
transfer dari pemerintah pusat berupa 
Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi 
Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). 
Langkah ini diperlukan untuk 
mengidentifikasi tingkat keterkaitan dan 
tingkat kepekaan masing-masing sumber 
pendapatan daerah terhadap PDRB, 
sehingga dapat memberikan gambaran 
yang komprehensif mengenai hubungan 
antara pertumbuhan ekonomi daerah dan 
kapasitas fiskal pemerintah daerah. 
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